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In 2013 to 2015, Syrian Refugees came and tops the list of Germany with an influx of 950.827 
people. 1.164.269 asylum applications were first filed in 2015 (441.899) and in 2016 (722.370), 
besides the open-door policy (a large wave of refugees in Germany). On the other hand, refugees are 
required to pay taxes, but jobs for refugees are still rarely, with the majority of refugees from Syria 
lacking in skills, language, and important documents. The study aims to find out how the German 
government plays a role in handling Syrian Refugees as a labor in post-open door policy in 
Germany. Researchers used the concept of national interest by Thomas Hobbes as well as the role of 
state by K. J. Holsti (1992). The research methodology used a qualitative description with the release 
of data through literature review and literature studies originated from official websites published 
by Economic Cooperation and Development, International Labour Organization in 2013-2017, and 
others. The study explained that the German Government established and implemented policies for 
Syrian refugees were expanding jobs for refugees, document redeployment, and skill training. 
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Pada tahun 2013 sampai 2015 Pengungsi Asal Suriah menempati posisi teratas di Jerman dengan 
jumlah pengungsi yang masuk 950,827 jiwa. Sebanyak 1.164.269 aplikasi suaka pertama kali 
diajukan selama 2015 (441.899) dan 2016 (722.370), hal itu bersamaan dengan kebijakaan pintu 
terbuka (gelombang besar pengungsi di Jerman). Di sisi lain, pengungsi diharuskan membayar 
pajak oleh Pemerintah Jerman, namun lowongan pekerjaan untuk pengungsi masih jarang 
dijumpai, mayoritas pengungsi asal Suriah kurang memiliki keterampilan skill, bahasa, serta 
dokumen-dokumen penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran 
Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja Di Jerman 
Pasca Open Door Policy. Peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional oleh Thomas Hobbes 
serta konsep peranan negara oleh K.J Holsti (1992). Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskripsi kualitatif dengan dengan pengambilan data melalui literature review dan studi pustaka 
yang berasal dari website resmi Organisation for Economic Cooperation and Development, 
International Labour Organisation, UNHCR tahun 2013-2017 dan lainnya. Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa Pemerintah Jerman membuat dan menerapkan kebijakan untuk pengungsi 
asal Suriah seperti memperluas lapangan pekerjaan untuk pengungsi, pemudahan dokumen, dan 
pelatihan skill. 
 







Hasri Maghfirotin Nisa  
 
Global & Policy Vol.8, No.3, Juli-Desember 2020 15 
Latar Belakang Masalah 
 
Pada tahun 2013 sampai 2015 pengungsi asal Suriah menempati posisi teratas di Jerman 
dengan jumlah pengungsi yang masuk 950,827 jiwa bersamaan dengan kebijakan pintu 
terbuka. Sebanyak 1.164.269 aplikasi suaka pertama kali diajukan selama 2015 (441.899) 
dan 2016 (722.370). Dengan 424.907 aplikasi selama dua tahun, warga negara Suriah 
merupakan kelompok terbesar (36,5 persen) di antara semua pencari suaka (Okyay 2017). 
Menanggapi pengungsi yang berbondong-bondong ke Eropa di kala negara Eropa lainnya 
tidak menerima karena dapat menimbulkan masalah yang akan mengganggu kestabilan 
warga negaranya, hal tersebut menjadikan Jerman menjadi target pencari suaka pengungsi 
dan imigran (OECD 2017). Perlu digarisbawahi bahwa istilah imigran, pencari suaka, 
pengungsi merupakan satu kesatuan yang memiliki perbedaan arti dan makna, namun 
banyak sekali yang menyamakan ketiga hal tersebut untuk mempermudah pengucapan. 
Sehingga penulis memberikan batasan bahwa yang akan dibahas penulis adalah pengungsi, 
tentu hal itu berbeda dengan imigran. Seperti yang disebutkan  dalam buku resmi OECD 
(2017) “Finding Their Way Labour Market Integration of Refugees in Germany” bahwa siapa 
pun memasuki Jerman dan mengklaim suaka akan diizinkan untuk tinggal, terlepas dari 
kebutuhan perlindungan aktual, dengan demikian merusak penerimaan dan berfungsinya 
sistem suaka. 
 
Migran adalah istilah umum untuk siapa saja yang pindah ke negara lain dengan tujuan 
tetap tinggal untuk suatu hal tertentu periode waktu- dengan kata lain, kedatangan yang 
bukan turis atau pengunjung bisnis. Ini termasuk permanen dan migran sementara dengan 
izin tinggal yang sah atau visa, pencari suaka, dan migran tidak berdokumen. PBB 
mendefinisikan migran jangka panjang sebagai orang yang pindah ke negara lain dari 
biasanya tinggal selama setidaknya satu tahun, sehingga negara tujuan secara efektif 
menjadi negara baru mereka tempat tinggal biasa (PBB, 1998). Sedangkan pengungsi atau 
orang yang membutuhkan perlindungan internasional mengacu pada orang yang telah 
berhasil mendaftar untuk suaka dan telah diberikan semacam perlindungan, yang dapat 
berupa status pengungsi formal menurut Konvensi Jenewa atau hukum dasar Jerman. 
Pencari suaka adalah orang-orang yang secara formal telah mengajukan permohonan suaka, 
tetapi klaimnya masih menunggu. Dalam praktiknya, saat ini sekitar 50-70% pencari suaka 
diberikan status pengungsi, sedangkan sisanya harus meninggalkan negaranya. Jika orang 
tersebut tidak meninggalkan negaranya maksudnya tidak menetapkan Jerman sebagai 
tujuan tetap maka setelah ditolak statusnya sebagai pengungsi, mereka diharuskan 
meninggalkan Jerman atau jika tidak dideportasi yang artinya dapat menjadi migran tidak 
berdokumen. Namun, dalam banyak kasus mereka tidak bisa dikembalikan ke negara 
asalnya karena sejumlah kendala yang ditentukan (misal masalah kesehatan; administrasi 
hambatan), dan deportasi untuk sementara ditangguhkan (Eatock 2019). 
 
Membawa sebagian besar pengungsi untuk dipekerjakan menjadikan keputusan yang 
kurang tepat, kurangnya kemampuan bahasa Jerman, pengalaman kerja, dan keterampilan 
di antara banyak pengungsi. Sementara antara 8.500 dan 10.000 pengungsi memasuki 
angkatan kerja Jerman setiap bulan pada 2018, para peneliti memproyeksikan bahwa sekitar 
50 persen dari pengungsi baru-baru ini masih akan menganggur lima tahun setelah 
kedatangan mereka. Persentase itu diperkirakan turun menjadi 25 persen hanya setelah 14 
tahun. Selain itu, sekitar sepertiga dari pengungsi yang dipekerjakan adalah pekerja 
sementara tanpa kontrak jangka panjang, dan sebagian besar dari mereka bekerja di 
pekerjaan berketerampilan rendah dan bergaji rendah. Namun mereka diharuskan untuk 
membayar pajak dan memenuhi kebutuhannya (dw 2016). Ketidakadilan yang terlihat serta 
tidak terjaminnya keamanan pengungsi asal Suriah dalam bekerja di Jerman untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi dengan layak, hal tersebut berlawanan 
dengan hak-haknya sebagai manusia yang bertahan hidup di negara lain. Sedangkan, hal ini 
menimbulkan pertanyaan lain bahwa dapatkah seorang pengungsi dapat bekerja di negara 
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yang ditempatinya. Berdasarkan paragraf sebelumnya, bahwa Pemerintah Jerman 
mengizinkan peluang masuk pengungsi asal suriah dengan menjadikannya tenaga kerja 
akan tetap menimbulkan masalah seperti yang sebelumnya dijelaskan, sehingga 
memunculkan rumusan masalah “Bagaimana Peran Pemerintah Jerman Dalam Menangani 





Lamont (2015) menyebutkan bahwa adanya literature review dapat membantu tinjauan 
pustaka peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan memberikan gambaran dan fokus 
penelitian secara ilmiah. Sehingga penulis menggunakan lima literatur untuk membantu 
pustaka penulis dalam pengerjaannya. 
 
Literatur pertama, Rosady (2016) dalam karyanya yang berjudul “Upaya Pemerintah Jerman 
untuk Menangani Krisis Pengungsi asal Suriah yang Terjadi Akibat Kebijakan Pintu 
Terbuka,” menjelaskan bahwa adanya kebijakan Pintu Terbuka menyebabkan banyaknya 
pengungsi yang datang ke Jerman terutama Suriah, Akibat dari kebijakan tersebut, Jerman 
mengalami krisis pengungsi  sehingga Jerman melakukan berbagai upaya untuk menangani 
pengungsi asal Suriah. Dengan menggunakan beberapa konsep di antaranya Teori 
Diplomasi, Konsep Bantuan Kemanusiaan, Konsep Pengungsi dan Pencari Suaka, Konsep 
Keamanan Nasional. Metode Penelitian yang digunakan Kualitatif deskriptif, dengan teknik 
pengumpulan data berupa teknik telaah pustaka dan konten analisis. Berdasarkan rumusan 
masalah dan konsep yang digunakan hasil penelitian ini terdapat dua upaya Jerman dalam 
menangani Pengungsi asal Suriah yaitu, upaya dalam negeri (seperti kontrol pengungsi dan 
pemeriksaan ketat diperbatasan dan pengendalian perbatasan dan luar negeri, dan lain-lain)  
dan luar negeri (pembagian kuota pengungsi secara merata ke semua anggota negara Uni 
Eropa, menerapkan kembali peraturan dublin dan kerjasama dengan Turki). 
 
Literatur kedua, Zairani (2016) dalam karyanya yang berjudul “Mengapa Jerman Menerima 
Pengungsi Asal Timur Tengah pada Tahun 2015.” Dengan tujuan menjelaskan isu migran 
yang terjadi di Jerman tahun 2015, menjelaskan masalah demografi yang dimiliki Jerman 
serta menejlaskan motivasi Jerman menerima imigran Timur Tengah tahun 2015. 
Menggunakan konsep Politik Luar Negeri, Sistem Internasional, Masyarakat Internasional, 
dan Demografi. Jenis penelitiannya kualitatif eksplanatif dengan perspektif English School 
analisis teori, menggunakan database UNHCR The UN Refugee Agency dan berita-berita 
CNN. Sehingga hasil dari penelitian tersebut ialah ketika Krisis Pengungsi di Eropa terjadi 
Jerman ikut mengalami kenaikan 800.000 jiwa pengungsi dan  timbulnya masalah di antara 
masyarakat sipil di kedua negara, selanjutnya Jerman mengalami masalah demografi dalam 
jangka panjang dan kebutuhan Jerman akan tenaga kerja. Sehingga adanya krisis pengugsi 
di Jerman dari Timur Tengah dapat menyelesaikan masalah demografi Jerman. 
 
Literatur ketiga, Putra (2017) dalam karyanya yang berjudul “Peran International 
Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Masalah Migran Suriah di Jerman 
Periode 2013-2016.” Untuk mengetahui sejauh mana bagaimana peran dan keterlibatan 
suatu organisasi internasional dalam menangani permasalahan dengan keterlibatan 
nonstate actor. Sesuai dengan pernyataan singkat tersebut maka konsep yang digunakan 
ialah Teori Liberalis Institusionalis, Organisasi Internasional, Teori Migrasi, Teori Kerja 
sama Internasional, Teori Peran. Metode Penelitian kualitatif deskriptif yang berpedoman 
pada metode studi kasus (study case), literature review, Database IOM Family Assistance 
Program (FAP) Handbook dan Refugee Week Evaluation Report 2013, 2014, 2015. Hasilnya 
menyatakan bahwa keterlibatan organisasi internasional IOM dalam mengatasi 
permasalahan migran di sejumlah negara Eropa yang bekerjasama dengan Uni Eropa dan 
pemerintah negara setempat telah membuktikan bahwa IOM telah menjalankan peran dan 
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fungsi organisasi sebagaimana yang telah tercantum dalam visi dan misi organisasi yaitu 
untuk menjamin hak imigran. 
 
Keempat, Felayati (2016) dalam karyanya berjudul Analisa Perbandingan Respon Jerman,  
Swedia,  dan Inggris dalam Krisis Pengungsi asal Suriah. Konflik Suriah pada tahun 2011 
menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat dunia, menyebabkan masyarakat Suriah 
mengungsi di negara lain dengan tujuan Eropa. Penelitian ini terfokus pada analisa dan 
perbandingan dari penanggulangan isu krisis Pengungsi asal Suriah di tingkat masyarakat 
internasional, khususnya di Benua Eropa seperti oleh Jerman, Swedia, dan Inggris. Sehingga 
konsep utama yang dipakai ialah konsep Migrasi dan Kebijakan Luar Negeri. Metode 
penelitian kualitatif deskriptif, pengambilan data studi pustaka dan analisis content, 
Database UNHCR  Resettlement  Statistical  Database 2013, 2014, 2015. Dengan hasil bahwa 
kebijakan dan hukum di Jerman dan Swedia yang menerapkan Pintu Terbuka memudahkan 
akses terhadap imigran, pengungsi, dan para pencari suaka untuk mendapat izin. Sedangkan 
Inggris tidak mengizinkan pengungsi masuk ke negaranya sesuai dengan tidak terbukanya 





Konsep Peranan Negara  
 
Peranan menurut K.J Holsti (1992, 159), yaitu: “Konsep peranan bisa dianggap sebagai 
definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, 
keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. 
Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap 
lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi”  
 
Konsep Kepentingan Nasional  
 
Thomas Hobbes dalam buku karya Robert Jackson dan Georg Sorensen (2009) menyatakan 
“bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas 
dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan 
warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi 
keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi. 
Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara” 
 
Konsep Pengungsi  
 
Dita Liliana (2015) dalam karyanya “Should Indonesia Accede to the 1951 Refugee 
Convention and its 1967 Protocol,” bahwa terdapat dua definisi tentang pengungsi, yaitu 
mandate person dan recognized person. Mandate person mengacu pada pengungsi yang 
telah diberikan status oleh UNHCR karena telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan 
oleh UNHCR melalui Konveksi 1951 dan Protokol 1965. Sedangkan recognized person 
mengacu pada pengungsi karena situasi di negara dimana ia hidup sudah tidak layak untuk 
dihuni, maka dari itu pengungsi ini mencari perlindungan dari negara lain atau ke luar 
negaranya. 
 
Sulaiman Hamid (2002) dalam bukunya Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional. 
Adapun hak-hak pengungsi dalam hukum pengungsi internasional termaktub pada Pasal 18 
Konveksi 1951 yaitu adanya hak bekerja bagi pengungsi yang menyatakan: “negara-negara 
yang mengadakan perjanjian akan memberikan kepada pengungsi yang secara sah di 
wilayahnya perlakuan yang selayak mungkin, dan bagaimana juga tidak kurang dari apa 
yang diberikan oleh orang-orang asing pada umumnya dalam keadaan yang sama, yang 
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berkenaan dengan hak bekerja untuk kepentingannya sendiri dala bidangbidang pertanian, 
industri, kerajinann tangan dan perdagangan serta mendirikan perusahaan-perusahaan 
dagang dan industri. 
 
Adanya konsep yang telah disebutkan sangat mendukung dalam menyelesaikan rumusan 

























Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang maksudnya 
ialah jenis data yang digunakan merupakan data sekunder baik secara online dan offline. 
Data online seperti jurnal publikasi, website, berita, paper, skripsi dan thesis, annual report, 
dan lainnya. Sedangkan offline melalui buku dan majalah yang ada. Berpedoman pada 
metode studi kasus (study case) dan literature review, penulis menggunakan empat 
literatur yang sebelumnya telah dijabarkan sehingga mempermudah penulis dalam 
menyelesaikan rumusan masalah. Lofland (1984) dalam karya Moelong mendefinisikan 
metode pengumpulan data sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif yakni 
kata-kata dan tindakan selebihnya data tertulis, foto dan statistik. Penulis menggunakan 
metode studi literatur/pustaka dan juga memperoleh sumber data dari dokumen pribadi, 
studi ilmiah, buku dan jurnal baik yang terdapat di internet dan perpustakaan untuk 
memperoleh data-data valid tentang penelitian yang akan dibahas.  
 
Sumber-sumber tertulis dianggap sebagai pedoman yang kaya akan data dan informasi yang 
mempermudah penulisan penelitian (Moleong 2001). Sehingga penulis mengumpulkan data 
melalui Website resmi OECD Germany Economy Survey 2013-2019, OECD Finding Their 
Way Refugee, Federal Statistical Germany, DIHK-BMAS, Database IOM Family Assistance 
Program (FAP) Handbook dan Refugee Week Evaluation Report 2013, 2014, 2015, 
International Labour Organization Website, Germany Policym dan lainnya. Metode 
penelitian kualitatif dilakukan karena objek suatu penelitian bisa berkembang dari waktu ke 
waktu dan juga kehadiran peneliti tidak begitu memengaruhi dinamika objek tersebut 
(Moleong 2001). Dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan 
menginterprestasikannya. Salah satu bentuk pelaksanaan metodologi penelitian deskriptif 
Peningkatan jumlah Pengungsi 
asal Suriah di Jerman 
Masalah Tenaga Kerja 
(Bayar pejak, dokumen tidak 
lengkap, gaji tidak sesuai) 
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untuk mencapai jawaban yang sesuai dari pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 





Konsep Kepentingan Nasional 
 
Sesuai dengan konsep kepentingan nasional oleh Thomas Hobbes dalam buku karya Robert 
Jackson dan Georg Sorensen (2009), bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, 
penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan 
sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-
alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, 
kehidupan masyarakat jadi terbatasi. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa 
menjadi kontrol dari sebuah negara. 
 
Setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai 
kepentingan nasionalnya. Sedangkan kebijakan luar negeri ialah bagian dari kepentingan 
nasional. Wittkopf menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri dibentuk melalui kebijakan 
pemerintah yang berwenang terhadap lingkungan internasional yang didasari adanya 
kepentingan dan tujuan nasional serta sekaligus terdapat nilai dan instrumen dalam 
mengejar tujuan tersebut (Eugene 2001, 55). Sehingga kepentingan nasional merupakan 
dasar bagi suatu negara untuk membentuk kebijakannya. Hal tersebut sesuai dengan 
masalah Jerman yang mengalami grey population sehingga demografi usia produktif 
menurun yang akan berefek pada negara Jerman, sehingga pemerintahan Jerman 
memberlakukan kebijakan gerbang terbuka pada 2014 bagi pengungsi, terutama pengungsi 
asal Suriah. Ditambah rasa humanism pemerintah Jerman untuk membantu pengungsi asal 
Suriah. Jika tenaga kerja di Jerman tidak terpenuhi, seperti yang disebutkan sebelumnya 
akan berdampak pada beberapa bidang, muncullah kepentingan nasional Jerman untuk 
mempekerjakan tenaga kerja yang berasal dari pengungsi asal Suriah.  
 
Pengungsi asal Suriah mendominasi suaka masuk  di Jerman. Sedangkan, semua kegiatan 
mulai dari proses masuknya pengungsi asal Suriah di Jerman dengan kebijakan Pintu 
Terbuka Jerman terselip kepentingan nasional Jerman. Hal tersebut sah-sah saja menurut 
Hobbes karena segala sesuatu yang diperbuat bangsa atau elemen di dalamnya maka 
menjadi ranah negara tersebut. Kebijakan Jerman untuk menerima pengungsi Suriah secara 
terbuka merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan alasan-alasan rasional untuk 
mencapai kepentingan nasionalnya (Hobbes n.d).  
 
Faktanya ialah pemerintah Jerman dapat memberikan solusi terbaiknya dalam menjadikan 
pengungsi asal Suriah sebagai tenaga kerja. Sedangkan mayoritas pengungsi belum memiliki 
kelengkapan dokumen siap kerja yang mengharuskan mereka menunggu sekitar 5 tahun 
untuk diterima menjadi bagian dari Jerman dan siap untuk melamar pekerjaan dengan 
sektor yang lebih valid seperti pemerintahan, perusahaan, dan lainnya. Awalnya, masalah 
pajak muncul yang mengharuskan para pengungsi asal Suriah untuk membayarnya. Di sisi 
lain, pemerintah Jerman sangat terbuka dengan pengungsi asal Suriah disebabkan adanya 
tujuan lain. Maka dari itu pemerintah Jerman memberikan kompensasi masalah pajak serta 
memberikan kesempatan kerja pada pengungsi asal Suriah. 
 
Konsep Peranan Negara 
 
Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan 
peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari 
tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang 
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yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu pula harapan 
dan dugaan itulah yang membentuk peranan. Peranan memiliki dua arti. Setiap orang 
mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. 
Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh 
suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, peran pelaku baik itu individu 
atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk 
menghubungankan harapan-harapan yang berpola dari orang lain atau lingkungan dengan 
pola yang menyusun struktur sosial. Peranan nasional juga merupakan posisi yang diambil 
atau dijalankan. Hubungan antara unit-unit nasional dalam sistem internasional tidak dapat 
dipahami hanya dengan melihat tindakan yang dilakukannya seperti pengiriman surat atau 
pernyataan perang. Pemerintah negara menyadari hubungan mereka dengan lingkungan itu 
lebih luar dari sekedar pertimbangan kondisi tertentu yang mempengaruhi mereka. Perlu 
ada sikap atau posisi yang disebut peranan (Holsti 1988, 164). 
 
Peranan nasional suatu negara dapat diidentifikasi dari tujuan negara tersebut di mana 
dalam mengatasi masalah pengungsi asal Suriah. Pemerintah Jerman sendiri memiliki 
tujuan untuk meningkatkan prestisenya sebagai negara yang mampu menangani, 
mendamaikan dan melakukan mediasi dalam konflik negara lain, karena dilihat dari 
masalah sebelumnya, pemerintah Jerman selalu berhasil menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan negara lain. Diukur dari keberhasilannya pada peran aktif dalam berbagai 
organisasi internasional dan bantuan rutin untuk pengungsi di seluruh dunia. Sehingga hal 
ini yang mendasari penulis untuk menggunakan salah satu jenis konsepsi peranan nasional 
Holsti yang dapat menggambarkan bahwa peran Pemerintah Jerman dalam mengatasi 
konflik sebagai mediator, tertuang pada Buku Politik Internasional yang diusung oleh KJ. 
Holsti, sebagai pengertian sebagai berikut:  
 
“sejumlah pemerintahan menganggap negaranya mampu atau bertanggung jawab 
menyelesaikan memikul tanggung jawab khusus untuk melakukan mediasi dalam 
menyelesaikan atau mendamaikan konflik negara lain. mereka memandang 
negaranya sebagai “tukang” dalam menyelesaikan masalah regional atau global.” 
 
Pemerintah Jerman melakukan peranan nasional dengan terlibat masalah internal 
Pengungsi Asal Suriah yang berkembang menjadi masalah regional maupun internasional. 
Pemerintah datang dengan solusi terbaiknya dalam membantu Pengungsi Asal Suriah 
dengan masalah ketenagakerjaan. Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Jerman dalam 
membantu orang luar di negaranya patut ditiru oleh negara lain, artinya pemerintah Jerman 
tidak akan membiarkan seseorang yang sudah mendiami negaranya selama beberapa tahun 
dan menjadikan Jerman sebagai negara pelindung. Sehingga pengungsi asal Suriah 
mendapatkan haknya untuk bekerja di Jerman dengan segala perlindungan dan fasilitas 
yang sama layaknya penduduk asli Jerman.  
 
Menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. 
Sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan 
dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga 
berprilaku tertentu. Harapan dan dugaan itulah yang membentuk peranan. Sedangkan aktor 
peran dalam masalah ini ialah pemerintah (Holsti 1992). Dalam hal ini peranan 
menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari 
orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur sosial. 
Peran sendiri merupakan seperangkat prilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan 
sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai 
peranan. Baik prilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai 
struktur (Kantaprawira 1987, 32). Pemerintah Jerman tidak melepaskan pengungsi asal 
Suriah begitu saja atau membiarkan bekerja dengan masalah-masalah yang ada. Pemerintah 
Jerman sudah mengatur regulasi terhadap masalah tenaga kerja bagi pengungsi asal Suriah. 
Peranan Jerman sebagai actor negara sesuai dengan konsep Peranan Negara, yaitu untuk 
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melayani masyarakat yang tidak terbatas. Peranan pemerintah Jerman akan penulis sajikan 
sebagai berikut. 
 
Pemerintah Jerman Menyediakan Kursus Integrasi untuk Pengungsi 
 
Kemahiran bahasa Jerman adalah penentu penting integrasi pengungsi yang berhasil dan 
berkelanjutan ke dalam pasar tenaga kerja dan masyarakat Jerman. Selain meningkatkan 
peluang pasar tenaga kerja mereka, juga meningkatkan upah (Chiswick, 2003). Mayoritas 
pemberi kerja yang berpartisipasi menganggap pelatihan bahasa kejuruan selama bekerja 
sebagai hal yang sangat penting. Hampir 70% juga menekankan pentingnya kepastian 
hukum mengenai lama tinggal orang dengan izin tinggal yang tidak stabil (pengungsi). 
Langkah selanjutnya yang disebutkan di antaranya ialah 40% dan 45% yang sangat penting 
adalah transparansi pada kualifikasi dan keterampilan, pelatihan berkelanjutan saat bekerja 
dan layanan ketenagakerjaan selama masa kerja (Eatock 2019). OECD dan Asosiasi Kamar 
Dagang dan Industri Jerman bersama-sama dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan 
Sosial (survei OECD-DIHK-BMAS) mengungkapkan Jerman telah mengambil sejumlah 
inisiatif yang ditujukan sejak awal intervensi dengan cara Kursus Integrasi (600 jam 
pelatihan bahasa dan 100 jam orientasi sipil) kepada pengungsi dari negara asal dengan 
tingkat pengakuan tinggi, untuk pekerjaan berketerampilan rendah. Setengah dari semua 
pengusaha yang berpartisipasi membutuhkan setidaknya keterampilan bahasa Jerman yang 
baik karena beberapa pengusaha berpartisipasi dalam memberikan pekerjaan. Sehingga 
meningkat hingga lebih dari 90% untuk pekerjaan dengan keterampilan menengah. 
Pengungsi hanya mengalami sedikit atau tidak ada kesulitan dengan mereka dalam 
pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, 85% keseluruhan merasa puas menggunakan 
tenaga kerja pengungsi (OECD 2017).  
 
Kursus integrasi yang disediakan oleh BAMF, yang dijelaskan di atas, memiliki cakupan 
tertinggi di antara populasi pengungsi. Mereka terbuka baik bagi pencari suaka yang 
klaimnya telah diterima dan sejak November 2015. Pengungsi yang memiliki prospek bagus 
untuk memiliki klaim yang disetujui dan individu yang dapat ditoleransi. Perubahan terbaru 
pada kursus yang disediakan BAMF ini telah berupaya meningkatkan tingkat penerimaan 
dan memastikan konten tersebut sesuai dengan kebutuhan kelompok yang berbeda. Sebagai 
bagian dari Undang-Undang Integrasi sejak Agustus 2016, penerima manfaat tunjangan 
pengangguran atau pencari suaka (Asylbewerberleistungsgesetz) dapat dipaksa untuk 
berpartisipasi. Kursus khusus telah dirancang untuk orang dengan kemampuan baca tulis 
terbatas serta orang tua, dewasa muda, dan wanita. BAMF juga berupaya meningkatkan 
jangkauan integrasi kursus melalui, misalnya, perampingan proses rekrutmen untuk guru 
bahasa (Grote 2018). Antara November 2015 dan akhir 2017, serangkaian kursus bahasa 
Jerman tambahan difokuskan pada keterampilan bahasa yang dibutuhkan di tempat kerja, 
diperkenalkan. Dikenal sebagai program ESF-BAMF, ini ditujukan di pengungsi dan pencari 
suaka yang telah memperoleh Jerman di tingkat A1 (menurut Kerangka Acuan Umum Eropa 
untuk Bahasa) dan memenuhi syarat untuk bekerja.  
 
Program ini telah digantikan oleh yang serupa, yang dikenal sebagai Promosi Bahasa Jerman 
Kejuruan, yang didanai oleh pemerintah Jerman sejak pendanaan Uni Eropa untuk program 
ESF-BAMF telah berakhir. Dilakukan dalam kerjasama dengan sekolah kejuruan dan 
perusahaan lokal, kursus terdiri dari yang berhubungan dengan pekerjaan pelatihan bahasa, 
instruksi topikal khusus panggilan teoretis di sekolah untuk membantu peserta mencapai 
kualifikasi tertentu, dan kunjungan langsung ke perusahaan. Selain itu, Badan 
Ketenagakerjaan Federal menawarkan satu set dukungan integrasi terkait pekerjaan yang 
secara khusus berupaya menilai kompetensi kerja pendatang baru, lebih lanjut perihal 
kualifikasi, dan mempromosikan penempatan di pekerjaan yang sesuai dengan minat 
pengungsi (Bruker et al. 2019). Selain kursus bahasa yang didukung oleh negara, beragam 
program integrasi dan bahasa swasta juga tersedia yang disediakan oleh inisiatif dan 
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sukarelawan lokal di Jerman. Sebuah survei yang representatif memperkirakan bahwa 25 
persen dari populasi Jerman di atas 16 tahun telah secara aktif mendukung para pengungsi 
melebihi uang (Bruker et al. 2019). 
 
Undang-Undang Keterampilan Imigrasi Tenaga Kerja 
 
Sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan prosedur suaka, hak-hak kerja, dan redistribusi 
pengungsi di seluruh negara bagian memiliki pengaruh besar pada integrasi. Jerman telah 
membuatnya banyak perubahan di seluruh elemen sistem suaka ini serta kebijakan integrasi 
sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Undang-undang baru yang berkaitan dengan 
individu yang ditoleransi Undang-Undang untuk Keterampilan Imigrasi Tenaga Kerja — 
baru diputuskan beberapa bulan yang lalu di Bundestag. Banyak hukum dan kebijakan 
perubahan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara dua tujuan yang saling bersaing 
untuk membatasi arus masuk suaka pencari dengan meningkatkan tekanan pada sebagian 
atau seluruh populasi dan memfasilitasi integrasi setidaknya untuk mereka yang memiliki 
prospek lebih baik untuk tinggal. Mungkin sebagai akibat dari ketegangan yang melekat 
antara tujuan mereka, banyak perubahan kebijakan memiliki implikasi ambigu untuk 
integrasi Jerman. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan berupaya meningkatkan efisiensi 
dan kecepatan prosedur suaka untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengungsi pada 
tahap awal.  
 
Prosedur cluster yang disebut, yang digunakan antara 2015 dan 2017, mengelompokkan 
pencari suaka khususnya pengungsi berdasarkan kompleksitas yang potensial dari kasus 
mereka untuk mempercepat waktu pemrosesan rata-rata (Brucker & Kosyokova 2019). 
Prosedur cluster mengurangi waktu tunggu keseluruhan dengan memproses kasus-kasus 
mudah terlebih dahulu, tetapi juga menyebabkan lebih banyak variasi: pencari suaka dari 
beberapa kelompok menghadapi prosedur yang lebih lama. Sistem cluster juga mengatur 
akses ke program integrasi. Pencari suaka dari negara dengan tingkat perlindungan tinggi 
(Cluster A) berhak untuk mulai mengakses layanan integrasi sebelumnya aplikasi mereka 
telah diputuskan. Sebaliknya, kelompok lain dengan peluang lebih rendah untuk menerima 
perlindungan dikeluarkan dari program-program ini, baik untuk menargetkan sumber daya 
secara efisien dengan prospek terbaik untuk tinggal di Jerman dan mengurangi insentif bagi 
calon migran untuk menyalahgunakan rute suaka (Bruker et al. 2019). 
 
"Lane Change" dari Status Residence 
 
Pengubahan status di Jerman menimbulkan perdebatan pelik karena berfokus pada apakah 
ditoleransi individu harus dapat "mengubah jalur" ke status hukum yang lebih permanen 
setelah periode tertentu dan tergantung pada berbagai pencapaian integrasi. Undang-
undang baru untuk Imigrasi Tenaga Kerja Terampil (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) 
mewakili kompromi dalam hal ini. Ini tidak memberikan perubahan penuh dalam status 
hukum untuk orang-orang yang ditoleransi tetapi memperpanjang waktu di mana orang-
orang tertentu tidak dapat dideportasi. Ada dua jenis extended toleransi: "toleransi kerja" 
(Beschäftigungsduldung) dan "toleransi pelatihan kerja" (Ausbildungsduldung), keduanya 
terlampir pada berbagai persyaratan, termasuk yang telah dalam pekerjaan atau memiliki 
kontrak pelatihan kejuruan. Toleransi kerja memberi seorang imigran hak untuk tinggal di 
Jerman selama 30 bulan, dan toleransi pelatihan kejuruan memungkinkan untuk tinggal 
selama tiga bulan tahun (lamanya masa pelatihan) dan dua lagi jika migran menerima 
pekerjaan kontrak. Karena toleransi bukan izin tinggal, ada kebijaksanaan yang cukup besar 
dari pihak kantor imigrasi menolak aplikasi untuk kedua jenis toleransi, dan mereka dapat 
dengan mudah ditarik. Akibatnya, mereka menawarkan keuntungan terbatas dalam hal 
ketidakpastian hukum, yang berarti migran mungkin masih merasa sulit untuk 
merencanakan hidup mereka dan beberapa majikan mungkin masih enggan untuk 
mempekerjakan mereka. Secara keseluruhan, hanya sebagian kecil dari individu-individu 
Hasri Maghfirotin Nisa  
 
Global & Policy Vol.8, No.3, Juli-Desember 2020 23 
yang ditoleransi di Jerman yang mungkin memenuhi syarat untuk pekerjaan dan toleransi 
pelatihan kejuruan, karena 18 bulan kerja yang dibutuhkan sulit untuk dicapai Menimbang 




Jerman menerima bagian yang adil dari para pengungsi adalah keharusan bagi ekonomi dan 
politik. Para pencari suaka yang baru tiba didistribusikan, pertama, melintasi Länder 
menurut laporan tahunan kuota diperbarui berdasarkan pendapatan pajak dan jumlah 
populasi (Königsteiner Schlüssel) dan, kedua, di dalam negara bagian yang mengikuti 
kriteria yang sama tetapi khusus untuk negara bagian. Bagi pencari suaka yang 
permohonannya dipertimbangkan atau ditolak. Kebebasan perpindahan dibatasi dalam tiga 
bulan pertama masa tinggal. Sampai Undang-Undang Integrasi muncul. Pada Agustus 2016, 
mereka yang lamarannya diterima bebas memilih tempat tinggal. Namun, muncul 
kekhawatiran tentang tingginya tingkat migrasi sekunder, sebagian besar dari ekonomi 
lemah untuk daerah booming, dan tentang pengembangan ghetto sosial dan masyarakat 
paralel sekali kebebasan bergerak diperoleh. Akibatnya, pemerintah menerapkan kewajiban 
residensi yang memaksa pengungsi yang diakui untuk tinggal di negara di mana mereka 
mengklaim suaka selama tiga tahun. Enam negara bagian yang makmur dan padat 
penduduknya — termasuk Bavaria, Baden-Württemberg, dan Utara Rhine-Westphalia — 
selangkah lebih maju dan tentukan tempat tinggal mereka di distrik atau bahkan tingkat 
kotamadya karena kekhawatiran tentang pemisahan di daerah tertentu. Komentator adalah 
terbagi pada apakah kebijakan ini membantu atau menghambat integrasi. Sebuah studi 
baru-baru ni yang menunjukkan itu mungkin menunda akses ke pekerjaan menggemakan 
temuan serupa dari studi seminal kebijakan serupa di Swedia dan sebuah studi 2018 di 




Kebijakan penyatuan keluarga dapat memiliki efek signifikan pada integrasi, karena 
dipisahkan dari keluarga seseorang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan integrasi sosial. 
Pada prinsipnya, para pengungsi yang diakui memiliki hak untuk bersatu kembali dengan 
pasangan dan anak di bawah umur mereka. Ini sesuai dengan hukum Jerman, Eropa, dan 
internasional. Namun di tengah arus besar pencari suaka dan kekhawatiran politik tentang 
peningkatan kedatangan di masa depan. Pada tahun 2016, Jerman menangguhkan hak 
untuk reunifikasi keluarga untuk pengungsi di bawah perlindungan anak perusahaan untuk 
dua tahun (hingga Maret 2018), yang memengaruhi sekitar sepertiga pengungsi dengan 
status perlindungan. Jumlah total pasangan dan anak kecil yang tinggal di luar negeri dari 
pengungsi dengan status perlindungan di Jerman dapat diperkirakan 150000 hingga 
180000 (dengan sekitar 50000–60000 orang yang terkena dampaknya) memegang 
perlindungan anak perusahaan). Sejak Agustus 2018, reunifikasi keluarga untuk pengungsi 
di bawah perlindungan anak perusahaan dimungkinkan lagi, hingga batas 1000 orang per 
bulan (§36a dari Residence Bertindak). Mempertimbangkan bukti tentang bagaimana 
keluarga yang terpecah memengaruhi kesejahteraan dan mental pribadi kesehatan, 
kebijakan-kebijakan ini mungkin memiliki dampak yang merugikan pada integrasi yang 
terkena dampak individu (Bruker et al. 2019). 
 
Kebijakan Gender dan Perawatan Anak 
 
Sebagian besar pengungsi yang baru tiba hanya pada awal karir pendidikan dan pasar tenaga 
kerja mereka di Jerman. Tetapi tidak semua mengalami kemajuan dengan kecepatan yang 
sama. Dibandingkan dengan laki-laki, pengungsi perempuan kecil kemungkinannya untuk 
berpartisipasi dalam program bahasa, memanfaatkan dukungan integrasi, atau terdaftar di 
kursus kejuruan dan akademik. Kesenjangan gender yang lebar juga ada dalam akses pasar 
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tenaga kerja, tingkat ketidakcocokan pendidikan-pekerjaan, dan upah. Pada gilirannya, 
pengungsi perempuan memiliki lebih sedikit kontak sosial dengan pengungsi laki-laki. 
Tanggung jawab keluarga — kehadiran dalam keluarga anak-anak kecil, khususnya — 
tampaknya merupakan faktor utama di balik pasar pendidikan dan tenaga kerja perempuan 
kerugian, serta kurangnya integrasi sosial (Brucker & Kosyokova 2019). Secara keseluruhan, 
kesenjangan gender dalam pekerjaan dan langkah-langkah penting integrasi lainnya secara 
substansial lebih besar di antara populasi pengungsi daripada di antara penduduk asli yang 
lahir dan kelompok imigran lainnya di Jerman. Oleh karena itu, membantu perempuan 
pengungsi dalam pendidikan dan pekerjaan harus menjadi prioritas utama di Indonesia 
mempromosikan integrasi mereka. Instrumen potensial di sini mungkin termasuk 
menawarkan penitipan anak dan, jika diperlukan, bantuan keuangan. Dukungan integrasi 
yang disesuaikan mungkin termasuk fasilitas penitipan anak yang keduanya dapat 
membebaskan perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan memungkinkan anak-
anak muda dari latar belakang pengungsi untuk bersosialisasi dengan anak-anak dari latar 
belakang lain. Terhadap latar belakang ini, kebijakan utama itu memberikan bantuan 
pemerintah untuk orang tua yang merawat anak-anak di rumah, bukan mengirim mereka ke 
TK, bisa menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan. Program semacam itu aktif 
sepanjang tahun di Jerman hingga 2015, dengan tujuan politik untuk mempromosikan 
kebebasan memilih orang tua. Namun, dalam Juli 2015, Mahkamah Konstitusi Federal 
merampas kekuasaan federal dari pemerintah federal dan membatalkan hukum. Program 
serupa tetap ada di tingkat negara bagian di Bavaria dan Saxony (German Federal 
Constitution 2018). 
 
Keringanan Biaya/Pajak bagi Pengungsi asal Suriah 
 
Pada September 2016, pemerintah kabinet di Jerman sebelumnya telah membuat aturan 
mewajibkan para pengungsi asal Suriah yang akan bekerja untuk membayar penyalinan 
surat izin mengemudi Suriah ke Jerman dengan biaya 500 Euro. Sedangkan normalnya, 
seorang pengungsi dimanapun dan darimanapun berada tidak akan memiliki uang sebesar 
itu. Sehingga pemerintahan Jerman memutuskan untuk meringankannya dengan 
memberikan program peminjaman atau dapat dibayar ketika seseorang tersebut sudah 
memiliki penghasilan (Shiddiq 2016). Sedangkan pada Agustus 2016, pemerintahan Jerman 
membuat aturan integrasi baru yang langsung diterapkan di penjuru Jerman. Aturan ini 
sangat membantu karena proses pencarian pekerjaan untuk pengungsi menjadi lebih 
mudah. Aturan tiga plus dua memungkinkan pencari suaka bebas dari deportasi selama tiga 
tahun masa magang. Setelah itu pengungsi langsung mendapat izin kerja selama dua tahun. 
Pengungsi mendapat jaminan, perusahaan tidak akan begitu saja kehilangan pekerja terlatih 
baru (Shiddiq 2016). 
 
Kerja Sama dengan Pihak Swasta 
 
Pemerintah Jerman menganjurkan rakyatnya untuk menyambut pengungsi, karena 
pengungsi adalah investasi berharga di masa depan bagi Masyarakat Jerman, atas dasar 
negara dengan tenaga kerja yang efisien dan antusias kemungkinan besar akan makmur 
sehingga pemerintah Jerman bekerja sama serta memberikan perintah untuk 
mempermudah prasyarat kerja untuk para pengungsi, hal ini sudah disebutkan di paragraph 
sebelumnya. Salah satu perusahaan yang mendukung untuk memperkerjakan pengungsi 
asal Suriah adalah perusahaan ternama UNIQLO, tidak hanya mendukung namun juga 
memberikan kesempatan untuk berkembang terkhusus untuk pengungsi asal Suriah. Hal 
tersebut dibuktikan secara langsung oleh perusahaan UNIQLO sendiri. Perusahaan tersebut 
memiliki program “Making The World a Better Place” salah satunya dengan rutin 
menjadikan karyawan yang berstatus pengungsi asal Suriah dimuat dalam “Refugee A to Z”, 
bahkan di kantor Berlin, perusahaan tersebut memperkerjakan 3 orang pengungsi asal 
Suriah. Hal ini tertuang dalam majalah global UNIQLO yang mengatakan “UNIQLO baru 
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saja mulai mempekerjakan pengungsi di Jerman, tetapi kita sudah melihat peningkatan 
dalam kerja tim, dan kami merasa bahwa menjaga pelanggan adalah cara yang bagus untuk 
berinteraksi dengan penghuni dan berintegrasi ke dalam masyarakat, lebih tepatnya 
menjembatani masyarakat Jerman dengan para pengungsi lain yang tidak hanya pengungsi 
asal Suriah (akan menjadi daya tarik yang kuat). UNIQLO TAUENTZIEN berencana untuk 
mempekerjakan karyawan pengungsi pada setiap lantai. UNIQLO ingin meningkat karyawan 
pengungsi tidak hanya di Jepang dan Jepang Jerman, tetapi di seluruh jaringan globalnya”. 
Dalam mempersiapkan pekerjaan, pemerintah juga menyediakan “host family” atau 
keluarga angkat bagi para pengungsi asal Suriah di Jerman, hal tersebut tertuang pada 
majalah global UNIQLO, sebelum resmi menjadi pekerja di perusahaan tersebut, pengungsi 
harus mempersiapkan tambahan bahasa dan kemampuan dengan tinggal di keluarga angkat. 
Bahkan keluarga angkat juga turut membantu pengungsi dalam mencari pekerjaan dan 
memudahkan urusan administrasi (Uniqlo.com 2018).  
 
Hampir 80% dari pengusaha yang berpartisipasi, sebelumnya bekerja sama dengan 
pemerintah untuk mengentaskan pengangguran yang disebabkan oleh pengungsi yang 
mempekerjakan pencari suaka atau pengungsi setidaknya sebagian tanggung jawab social, 
45% menyebutkan tenaga kerja saat ini atau yang akan datang akan mengalami kekurangan. 
Bagi mereka yang mempertimbangkan mempekerjakan pengungsi di masa depan. Lebih dari 
40% pengusaha yang berpartisipasi yang mempekerjakan pengungsi melakukan keterlibatan 
inisiatif masyarakat sipil, dan sebagian layanan masyarakat seperti layanan ketenagakerjaan 
publik (34%), aplikasi spontan (29%), karyawan atau teman (23%); kamar dagang / 
kerajinan (21%) dan sekolah (20%). 77% pengusaha yang mempekerjakan pengungsi atau 
pencari suaka menyatakan bahwa mereka berpartisipasi dalam langkah-langkah integrasi 





Berdasarkan Rumusan Masalah “Bagaimana Peran Pemerintah Jerman dalam Menangani 
Pengungsi asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja di Jerman Pasca Open Door Policy?” serta 
pembahasan dengan analisis data yang sangat membantu dalam menjawab rumusan 
masalah. Selama pasca open door policy yang artinya diawali tahun 2014, pemerintah 
Jerman sedang gencar-gencarnya membuka kesempatan besar dalam lapangan pekerjaan di 
Jerman di berbagai sektor khusus bagi para pengungsi. Pengungsi asal Suriah menjadi 
jumlah tertinggi pada kesempatan tersebut. Faktanya, walaupun pemerintah Jerman 
memberikan kesempatan dalam bekerja yang artinya menjadi bagian dalam ketenagakerjaan 
atau berkarir di Jerman, status pengungsi memberikan masalah baru bagi pengungsi asal 
Suriah. Aturan agar pengungsi membayar pajak, baik parker atau pajak umum menjadikan 
masalah yang berkelanjutan. Melihat masalah-masalah tersebut, pemerintah Jerman tidak 
bisa diam. Ditambah lagi jumlah pengungsi asal Suriah yang mendominasi labour market 
Jerman menjadikan pemerintah Jerman semakin antusias maka disebutkan bahwa terdapat 
beberapa kebijakan dalam mengatasi masalah pengungsi Suriah sebagai tenaga kerja di 
Jerman yaitu melalui Kursus Integrasi. Kursus yang terdiri untuk melatih pelatihan bahasa 
dan keterampilan bagi pengungsi asal Suriah dengan masalah.  
 
Pengungsi asal Suriah sama sekali tidak memiliki keterampilan ketika datang ke Jerman, 
dengan adanya “udang di balik batu” Jerman. Selanjutnya melalui pengesahan Undang-
Undang untuk Keterampilan Imigrasi Tenaga Kerja yang bertujuan untuk mengumpulkan 
cluster atau kelompok pengungsi dengan kemampuan serta wilayah yang berbeda. 
Kebijakan selanjutnya "Lane Change" dari Status Residence atau perubahan status 
pengungsi, Kebijakan Kewajiban Residensi, Reunifikasi Keluarga, Kebijakan Gender dan 
Perawatan Anak, Keringanan Biaya/Pajak bagi Pengungsi asal Suriah, Kerja Sama dengan 
Pihak Swasta salah satunya UNIQLO yang sangat menerima pengungsi asal Suriah dan 
Peran Pemerintah Jerman dalam Menangani Pengungsi Asal Suriah Sebagai Tenaga Kerja di 
Jerman  Pasca Open Door Policy 
 
Global & Policy Vol.8, No.3, Juli-Desember 2020  26 
banyak perusahaan berupaya menggeser kebijakan prasyarat pekerjaan lebih mudah. 
Dengan memunculkan kebijakan-kebijakan tersebut maka peran pemerintah Jerman untuk 
menyelesaikan masalah tenaga kerja pengungsi asal Suriah di Jerman dapat dikatakan hal 
yang baik sebagai negara besar yang tidak luput dengan masalah minoritas di negaranya. 
Yang selanjutnya akan menjadi contoh bagi negara lain dalam melaksanakan konsep 
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